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ABSTRAK

ANALISIS KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN

BULUNGAN PERODE TAHUN 2014-2019
(STUDI KASUS FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DPRD)

Gunawan
gunawankaltara@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan menganalisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bulungan Periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi
Legislasi. Tahun 2015, DPRD secara kelembagaan hanya menghasilkan kebijakan
atas usulan Eksekutif dengan total Prolegda 23 buah, 10 Prolegda perubahan,
sedangkan Prolegda inisiatif dewan belum ada. Mengenai keterampilan anggota
dewan dalam hal mengolah aspirasi masyarakat tergolong seimbang, hal ini
ditandai oleh suatu penyelesaian akhir penjaringan aspirasi ditindaklanjuti dengan
tindakan output konseptual sebagai bahan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas, dan disampaikan dalam Sidang Paripurna. Proses pembuatan
LPT (laporan pelaksanaan tugas) tersebut berjalan lamban sebagai akibat dari
ketidakmampuan daya dorong anggaran atau biaya yang relatif rendah. Dalam
proses pembuatan LPT, sebagian besar anggota dewan dalam memberdayakan
potensi intelektualnya mengarah pada perilaku “mencari aman”. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan segi sumber
daya manusia dan pengalaman kerja masih relatif baik, namun yang menjadi
kelemahan dalam menghasilkan produk dewan adalah menurunnya daya
kreatifitas dan semangat untuk menggali sumber produk di lapangan. Hal ini
terkait langsung dengan faktor pendanaan atau penerimaan uang harian yang
relatif kecil, tidak seimbang, dan berlakunya“penyamarataan”. Kesimpulan hasil
penelitian kinerja anggota dewan di dalam menjalankan fungsi Legislasi kurang
baik, hal ini tergambar dengan tidak terdapatnya Prolegda atas inisiatif yang
berasal dari anggota dewan. Sebagai saran, kepada pimpinan dan anggota dewan
untuk menata kembali personalitas pelaksana kegiatan di lapangan dengan lebih
merampingkan komposisi anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas keluar
daerah guna menjamin ketepatan waktu dalam penyelesaian kegiatan yang
berpotensi menghasilkan sumber-sumber kebijakan daerah.

Kata kunci : Kinerja, fungsi legislasi, kinerja anggota DPRD
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ABSTRACT

PERFORMANCE ANALYSIS OF PARLIAMENT MEMBERS IN
BULUNGAN DISTRICT PERIOD OF 2014-2019
(CASE STUDY OF LEGISLATION FUNCTION OF PARLIAMENT
MEMBERS)

Gunawan
gunawankaltara@gmail.com
Graduate program
Universitas Terbuka

This study aims to analyze the performance of parliament members Bulungan
district Period of 2014-2019. In 2015, Parliament as an institution only produce a
policy on the proposed Executive with Prolegda total 23 pieces, 10 Prolegda
changes, while Prolegda council initiative yet. Regarding skills board members in
terms of processing the aspirations of the people classified as balanced, it is
characterized by a final settlement aspiration followed up with action conceptually
as a reports output accountability of the task, and delivered in plenary session.
The process of making LPT (task implementation report) has been slow as a result
of the inability thrust of the budget or a relatively low cost. LPT in the
manufacturing process, the majority of board members in leveraging its
intellectual potential leads to behavior "for safety”. This study used a qualitative
approach. Research shows in terms of human resources and work experience is
still relatively good, but that is a weakness in producing council is decreasing the
power of creativity and passion for exploring sources of products in the field. This
is directly related to the funding factor or daily cash receipts were relatively small,
unbalanced, and the enactment of "leveling". Conclusion of the study of the
performance of board members in extending Legislation is not good, this is
illustrated by the absence of Prolegda on initiatives originating from board
members. As a suggestion, to the leadership and members of the council to
reorganize the personality of implementing activities on the ground to further
streamline the composition of the board members to travel out of the area in order
to ensure the timeliness of completion of activities that could potentially generate
sources of regional policy.

Keywords: Performance, legislative function, the performance of legislators
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian utara pulau
Kalimantan mempunyai luas 18.010,50 km2 terletak antara 116°04'41"
sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan
3°34'49" Lintang Utara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.
34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Utara maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi
13.181,92 km2. Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan adalah sebagai
berikut: Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten
Nunukan, Sebelah Timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, Sebelah
Selatan dengan Kabupaten Berau dan Sebelah Barat dengan Kabupaten
Malinau. Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau yang dialiri puluhan
sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-
bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam.
Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu
(38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km:
termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana
Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang
berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m. Letak dan batas

wilayah Kabupaten Bulungan: 1. Letak " 49’34 °-3" 19’ 09 °Lintang Utara

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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:2"56"57°-117" 41 ' 04°Bujur Timur : 116 Batas Wilayah: Sebelah Utara
: Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.

Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan— Sebelah Selatan :
Kabupaten Berau— Sebelah Barat : Kabupaten Malinau— 3. Luas Wilayah :

13 181,92 km2.

Gambar 3.
Peta Wilayah Kabupaten Bulungan

( \ Wilayah Administrasi
w Kabupaten ‘
v

’ Bulungan
]

Kabupaten
Malinau

Laut Sufawes:

Kabupaten
Berau

[
 Sumber |
i - Peta valor Bappeda |

Kabupaten Bulungan
L GPS

-

L

(Sumber : Kabupaten Bulungan Dalam Angka : BPS 2015)

Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bulungan, berawal dari berdirinya
Kesultanan Bulungan pada tahun 1731, dengan raja pertama bernama Wira

Amir, bergelar Amiril Mukminin (1731-1777). Wilayah Kesultanan Bulungan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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ketika itu sampai ke perbatasan Sabah dan semenanjung Filipina.Didahului
oleh Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 1886/ Orb/92/1950,
kedudukan kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai wilayah swapraja,
kemudian Keputusan Gubernur itu disahkan menjadi Undang- undang

Darurat RI No. 3 Tahun 1953.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1955 wilayah kesultanan
Bulungan ditetapkan sebagai daerah istimewa. Pada tahun 1959 status daerah
istimewa ditetapkan lagi menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan
berdasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 1959. Bupati kepala daerah
yang pertama adalah Andi Tjatjo Datuk Wihardja pada tahun 1960.
Kabupaten Bulungan adalah merupakan kabupaten induk pemekaran di

wilayah Utara, dari beberapa kabupaten dan kota.

Pada tahun 1997 Kota Tarakan terbentuk berdasarkan Undang-Undang
nomor 29 tahun 1997, kemudian pada tahun 1999 pemekaran Kabupaten
Malinau dan Kabupaten Nunukan, dengan berdasarkan Undang-Undang
nomor 47 tahun 1999, serta yang terakhir pemekaran Kabupaten Tana Tidung
(KTT) terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2007. Hingga
kini Kabupaten Bulungan telah melahirkan satu kota dan 3 (tiga) kabupaten
pemekaran di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).Kemudian dengan 4
kabupaten dan 1 kota inilah menjadi “pendukung” atas pemekaran atau
pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sehingga Provinsi Kalimantan
Utaramenjadi provinsi ke 34 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
nomor 20 tahun 2012 dengan ibukota berada di Tanjung Selor. Secara ringkas

Bupati dan Wakil Bupati Bulungan telah selesai menjalankan tugasnya pada
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tanggal 31 bulan Agustus 2015, dan digantikan oleh PJ. Bupati Syaiful
Herman.Pelantikan Pj. Bupati Bulungan tertuang dalam Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.64/2794/OTDA tertanggal 28 Agustus
2015 mengenai Keputusan Mendagri Nomor 131.64-4996 Tahun 2015 perihal

pengangkatan Pj. Bupati Bulungan.

A. Visi dan Misi DPRD Periode 2014-2019
1. Visi:
Terdepan mendorong Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1045.

2. Misi :

a. Memelihara dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam
kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Memberdayakan masyarakat dan pengembangan organisasi
kemasyarakatan serta penyerap aspirasi masyarakat.

c. Mempercepat pelaksanaan Anggaran PBD setiap tahun agar tepat
waktu.

d. Mendorong pertumbuhan ekonomi di semua sektor.

e. Melaksanakan pengawasan secara obyektif terhadap
penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah

Kabupaten Bulungan.
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3. Tujuan :
a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan
berwibawa.
b. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan tang tepat sasaran, adil dan
merata.
c. Terlaksananya kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai

demokrasi serta menyerap aspirasi rakyat.

4. Sasaran :
a. Terbentuknya produk Peraturan Daerah yang efektif dan efisien.
b. Tersusunnya anggaran yang mengacu kepada prinsip-prinsip
penganggaran, pendapatan dan pembiayaan.
c. Terlaksananya peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah

daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Fungsi :

a. Fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah
bersama Kepala Daerah.

b. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam penyusunan dan menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah
Daerah.

c. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan Undang-

Undang, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan
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Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama Kepala

Daerah.

6. Tugas Pokok :

a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah
untuk mendapatkan persetujuan bersama.

b. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala
Daerah.

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala
Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan
daerah dan kerjasama internal daerah.

d. Mengusulkan  pengangkatan  dan  pemberhentian = Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur.

e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan
Wakil Kepala Daerah.

f. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah
terhadap rencana perjanjian internal di daerah.

g. Meminta laporan keterangan pertanggunjawaban Kepala Daerah

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai
lembaga perwakilan rakyat di daerah, sebagaimana juga DPR yang ada di
pusat, merupakan mitra kerja bagi eksekutif/pemerintah di daerah dalam
rangka terselenggaranya proses pemerintahan dan pembangunan.Anggota
Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Periode
2014-2019 merupakan hasil pemilihan umum secara langsung, secara
konstitusi merupakan pemilihan langsung sejak roda reformasi dan “gema”
otonomi daerahbergulir seluruh Indonesia. Sebuah sistem pesta demokrasi
yang dipandang paling demokratis dibandingkan pemilihan umum
sebelumnya, dan merupakan pemilihan umum pertama di Kabupaten
Bulungan yang bersinggungan dengan pisahnya Kabupaten Bulungan dari
bagian Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi bagian dari Provinsi
pemekaran, Provinsi Kalimantan Utara.

Dari sudut pandang konstitusi yang berlaku, keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan secara sah menurut
undang-undang beriringan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan
GubernurKalimantan Utara Nomor : 171.3.2/K.134/2014 Tentang
Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan. Surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Utara tersebut memuat dua agenda transisi antara lain berbunyi :
a). Peresmian pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan 2009-2014,b). Melantik anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan periode 2014-2019,

dengan menimbang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
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34/KPTS/KPU-Bul/021.436132/2014 Tanggal 12 Mei

2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bulungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Pengangkatan

Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten

Bulungan

dilaksanakan pengambilan sumpah/janji pada tanggal 6 Agustus 2014 yang

dilantik oleh PJ. Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Irianto Lambrie di

Tanjung Selor.

Tabel 3.

Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Bulungan
Masa Bhakti 2014 - 2019

PARTAI : N
NO. NAMA POLITIK KET
1. | H. Abdul Rahman, SE Nasdem Bulungan 1
2. | Sunaryo, SE Nasdem Bulungan 3
3. | H. Karsim al Amrie PKB Bulungan 1
4. | Moh. Nafis, ST PKS Bulungan 1
5. | Slamet Hariyanto, ST PKS Bulungan 3
6. | Albertus S.M. Baya, ST PDIP Bulungan 1
7. | Markus Juk PDIP Bulungan 2
8. | H. Hamka, M PDIP Bulungan 3
9. { Hj. Aluh Berlian, SH, M.Si | Golkar Bulungan 1
10. | dr. H. Amsal Anwar Golkar Bulungan 1
11. | Syarwani, S.Pd Golkar Bulungan 2
12. | Riyanto Golkar Bulungan 3
13. | Kilat, A.Md Gerindra Bulungan 1
14. | Nikodimus, U Gerindra Bulungan 2
15. | Frans Farlen, S.AB Gerindra Bulungan 3
16. | Ir. H. Hafidh Hasan, M.AP | Demokrat Bulungan 1
17. | Livingston Daud Demokrat Bulungan 2
18. | Najamuddin Demokrat Bulungan 3
19. | H. Faisal Fikrt PPP Bulungan 1
20. | Imam Bukori PPP Bulungan 2
21. | Masnur Anwar PPP Bulungan 3
22. | Abraham Mendan, SH Hanura Bulungan 1
23. | Ela DJ Hanura Bulungan 2
24. | H. Radiansyah, S.Sos PBB Bulungan 1
25. | Rustam PBB Bulungan 3

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Bulungan 2015
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NO. NAMA JABATAN KET

1. | Drs. H. Karsim Alamri Ketua

2. | Albertus, S.M. Baya, S.T Wakil

3. | Sekretaris DPRD Seketaris
4. | Riyanto, S.Sos Anggota
5. | Masnur Anwar Anggota
6. | Livingston Daud Anggota
7. | Kilat, A.Md Anggota
8. | Hj. Aluh Berlian, SH, M.Si Anggotia
9. | Abraham Mendan, S.T Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Bulungan 2015

Terkait anggota Dewan, kualitas kinerja kolektif dalam sebuah organisasi

sangat dipengaruh tingkat pendidikan para anggotanya. Pendidikan individu

turut serta mempengaruhi hasil dan pencapaian tujuan sebuah organisasi.

Berikut informasi terkait dengan

tingkat pendidikan, anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan berlatar belakang pendidikan

Magister (S-2) berjumlah = 2 orang, Sarjana (S-1) berjumlah = 13 orang,

Sarjana Muda berjumlah= 1 orang, SLTA berjumlah = 8 orang, dan SLTP

berjumlah = 0.
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Tabel 5.
Tingkat Pendidikan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan

Masa Bhakti 2014 - 2019

i
i

No. Tingkat Pendidikan i Jumlah
1. Magister ( S-2) 2
2. Sarjana (S-1) i 13
3. Sarjana Muda ' 1
4. SLTA j 9
S sete o | 0

Sumber . Sekretariat DPRD Kab. Bulungan, 2015

3. Tata Cara Pembentukan PERDA

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atau Kepala Daerah. Rancangan tersebut harus disertai penjelasan
atau keterangan dan/atau naskah akademik.Rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdapat diajukan oleh anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, komisi, gabungan komisi, atau Badan
Legislasi Daerah.Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, komisi, gabungan komisi, atau Badan
Legislasi Daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerahdisertai dengan penjelasan atau keterangan
dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan
diberikan nomor pokok oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdisampaikan kepada
Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian melalui rapat paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah dikaji oleh Badan Legislasi
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Daerah disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerahkepada semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahselambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.Mekanisme dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerahmenyangkut tahapan : 1). Pengusul memberikan penjelasan; 2). Fraksi
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahlainnya memberikan
pandangan; dan 3). Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahlainnya.Rapat paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah memutuskan usul rancangan peraturan daerah
berupa: 1).Persetuyjuan; 2). Persetuyjuan dengan pengubahan; atau 3).
Penolakan.Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerahmenugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah,
atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah
. tersebut.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
Secara konstitusional, kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bulungan adalah merupakan suatu lembaga terhormat yang
perwujudannya merupakan bagian dari pemerintahan daerah dengan dibantu
oleh perangkat daerah.Tugas dan kewenang Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bulungan berdasarkan konstitusi adalah: Membentuk
Peraturan Daerah bersama bupati, membahas dan memberikan persetujuan
mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sebagainya.
Mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut kemudian

diatur dalam bentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
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Bulungan tentangTata Tertib Nomor 1 tahun 2014.Tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah mencakup 3 (tiga) aspek tugas pokok yang
melekat, yaitu Fungsi Anggaran, Fungsi Legislasi, dan Fungsi Pengawasan.
Fungsi Legislasi, sebagaimana yang menjadi titik fokus didalam penelitian
dan pembahasan ini adalah mengenai fungsilegislasi anggota Dewan dalam
menggali sumber-sumber kebijakan yang beraplikasi pada kepentingan dan
kebutuhan masyarakat dan daerah.Berdasarkan materi, Prolegda Kabupaten
Bulungan terdiri dari 2 (dua) mecam, yaitu : pertama adalah Prolegda atas
usulan pemerintah daerah (Eksekutif), dan Prolegda atas Inisiatif Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Prolegda Inisiatif atas inisiatif anggota Dewan
adalah merupakan salah satu tolok ukur atas kinerja anggota Dewan itu
sendiri. Berdasarkan pada fokus Analisis Kinerja anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Periode 2014-2015, dari hasil
wawancara yang telah dilaksanakan dengan beberapa informan atau
narasumber dan hasil prefikasisumber pendukung di lapangan, maka penulis
akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah
dilasanakan, sehingga dapat dijadikan informasi yang jelas.

Adapun dari hasil penelitian terhadap masing-masing aspek dapat
dijelaskan sesuai dengan data yang telah diperoleh selama penelitian sebagai

berikut :

1. Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Periode 2014-2019.
Secara filosofis, tanggung jawab anggota Dewan secara individu
terhadap organisasi dan masyarakat yang berkaitan langsung dengan

kinerja sebagai mana di ungkapkan di atas, di dalam penelitian yang telah
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dilakuan, penulis menemukan beberapakejanggalan aktifitas yang secara

umum dapat menggambarkan suatu kondisi riil anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan titik fokus anggota Dewan yang
tergabung di dalam suatu Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bulungan Periode 2014-2019. Dalam kurun waktu
2015, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Bulungan, baik secara
individu maupun skala kelembagaan belum mampu membut sebuah
prestasi kebijakan yang berkualitas, dengan kata lain tidak ada
Prolegdayang berasal dari inisiatif anggota Dewan.

Dari sudut pandang fasilitas, sarana dan prasarana, semuanya dalam
kategori mendukung aktifitas anggota Dewan, atau jika dilihat dari segi
ketercapainya standar korum (2/3)kehadiran anggota Dewan dalam
mengikuti acara rapat-rapat Dewan, Sidang Paripurna Dewan, serta
ditambah tingkat kehadiran anggota Dewan yang bersifat harian itupun
masih dalam batas kewajaran, seharusnya anggota Dewan mampu untuk
menuangkan ide kreatifnya, namun kenyataannya kinerja anggota Dewan

dalam bidang legislasi kurang baik.

Tabel 6.
Data Informasi Rangkuman Absensi DPRD Kabupaten Bulungan
Tahun 2015

Tidak Hadir @ Hadir

Hadir B Tidak Hadir

Absensi Harian .
Absensi Rapat-

Absensi Sidang

Rapat Pansus

Sumber : Data olahan 2015
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Berdasarkan rangkuman dari data global di lapangan, pada tahun 2015
Absensi harian menunjukkan 60% anggota Dewan sering tidak berada di
tempat dengan keterangan atau alasan kegiatan dinas luar, sedangkan
kehadiran di tempat kerja hanya sebesar 40 %. Mengenai absensi Rapat-
rapat Pansus dan sidang paripurna relatif baik. Berdasarkan informasi yang
diperoleh pada saat mengadakan penelitan bahwa ketidakhadiran tersebut
adalah dalam rangka kegiatan penambahan wawasan dan mencari referensi
di luar daerah.Berkaitan dengan persoalan ini, penulis menganalisa bahwa
anggota Dewan kurang tepat dalam membagi peran dan memiliki
kecenderungan untuk lebih berfokus pada kegiatan luar yang
mengikutsertakan keanggotaan dalam komposisi yang tidak efektif.

Dengan demikian maka epek negatif dari kegiatan kerja luar daerah
secara masal tersebut mengakibatkan rutinitas yang seharusnya
diselesaikan tepat waktu dalam penyelesian tidak tercapai dan bahkan
cenderung mengalami penundaan-penundaan. Aktivitas harian anggota
Dewan secara formal adalah menginventarisir dan menelaah surat-surat
masuk. Kenyatan di lapangan adalah tidak semua anggota Dewan
melakukan demikian untuk menginventaris permasalahan dari surat masuk
tersebut, selebihnya tidak memiliki uraian tugas yang komperhensif. Oleh
sebab itu tidak jarang anggota Dewan melakukan kesibukan sendiri di luar
tugas utamanya. Selain itu tidak terdapatnya sebuah “target” kerja harian,
apa yang dikerjakan hari ini dan apa yang harus diselesaikan hari ini.
Berapa surat masuk yang harus masuk ke meja pimpinan dan dan kapan

pembahasan dilakukan baik sektor komisi maupun fraksi.
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Untuk menunjang keberhasilan tugas anggota Dewan dalam
menjalankan fungsi legislasiada beberapa dimensi yang menentukan
keberhasilan dan ketercapainya tugas dan fungsi sebagaimana teori faktor
yang mempengaruhi kinerja individu. Faktor yang mempengaruhi
mencakup kemampuan, dimensi keterampilan (skill),  pengetahuan
(klowledge), dan pengalaman kerja (work experince) (Winardi, 2002).
Mengenai keterampilan (skill), anggota Dewan Kabupaten Bulungan
dalam hal mengolah aspirasi masyarakat tergolong stabil, hal ini ditandai
oleh suatu penyelesaian akhir penjaringan aspirasi ditindaklanjuti dengan
tindakan output konseptual sebagai bahan laporan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas, dan disampaikan dalam forum terbuka dalam Sidang
Paripurna Dewan.

Namun demikian, masih terdapat suatu proses pembuatan LPT
(laporan pelaksanaan tugas) yang lamban sebagai salah satu akibat dari
ketidakmampuan daya dorong anggaran atau biaya yang relatif kecil.
Fakta juga memberikan gambaran sebagian besar anggota Dewan dalam
memberdayakan potensi intelektualnya mengarah pada perilaku “mencari
aman”. Terdapat dua opsi kegiatan, yang pertama kegiatan dalam daerah,
dan yang kedua kegiatan luar daerah. Walaupun kegiatan kedua-duanya
menggunaan dana yang super minim, tetapi anggota Dewan sebagai

pelaksana cenderung memilih kegiatan ke luar daerah.
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Terkait permasalahan keterampilan (skill),  diungkapkan oleh
informan pertama dalam wawancara pada tanggal 3 Oktober 2015, dengan
mengatakan :

“...Anggota DPRD adalah merupakan pejabat publik di daerah.
Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dia dituntut untuk
melaksanakan kewajibannya. Saya rasa titel pejabat publik yang
melekat kepada anggota Dewan hanya nama saja, tidak ada
kesesuaian dengan suatu penghargaan kapasitasnya sebagai
pejabat daerah. Kalau saya lihat para anggota Dewan sekarang ini
telah  mengalami  penurunan  semangat  kerja.Apalagi
kerjanya.....untuk kepentingan masyarakat, mereka pasti tidak lagi
konsentrasi untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas rutin
mereka. Tetapi apakah semuanya anggota Dewan tidak ada
satupun yang mempunyai inisiatif ? Rasanya tidak masuk akal.
Tetapi itulah kenyataannya.. kreativitas mereka benar-benar
stagnan...mereka saling menunggu satu sama lain, masing-masing
berharap....yang saya amati sebenarnya para legislator yang adadi
DPRD memiliki keseimbangan potensial diri. Di sana ada
beberapa orang yang sudah memiliki “jam terbang” yang cukup
tinggi, pengalaman menjadi anggota Dewan lebih dart dua
periode, saya berpendapat mungkin bisa terjadi transformasi
keahlian atauskil/ antar sesame anggota Dewan dari yang lama ke
anggota baru.....”

Ungkapkan diatas selaras dengan yang dikatan informan KEDUA pada
saat wawancara pada tanggal 3 Oktober 2015, dengan mengatakan :

“Menurut saya, anggota Dewan kita sepertinya bingung mau
kerja apa dan mau menyelesaikan apa.

Mau bekerjakeras tetapi kemampuan tidak ada, atau kemampuan
ada tetapi dana tidak penunjang, yang jelas hasil komunikasi
interaktif dengan warga tidak serta-merta dapat diwujudkan jika
persoalan yang mengganjal semangat bekerja tidak clear. Secara
umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bulungan sudah mengalami penurunan gairah mengkaji dan
menggali potensi untuk menunjukan partisipasi dalam bentuk
kebijakan-kebijakan untuk kepentingan daerah.Saya secara
pribadi merasakan bahwa anggota Dewan sekarang ini kinerjanya
lamban dan seperti tidak punya semangat untuk berjuang, seperti
bekerja apa adanya, dan tidak memiliki target yang seharusnya
perlu. Tingkat kehadiran misalnya, kehadiran anggota tiap
bulannya lebih sedikit, waktu banyak tersita pada tugas
luar....atau perjalanan dinaske luar. Jadi, sekali lagi bagi saya
pribadi, ini menyangkut faktor inisiatif dan kreatifitas anggota
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Dewan saja yang tidak terpacu dengan baik. Pengalaman dan
latar belakang pendidikan mereka sudah tentu membawa
pengaruh tingkat kemampuan anggota yang bersangkutan untuk
melaksanakan tugas dengan tepat waktu yang diharapkan, tetapi
dari segi pendidikan pun masih dalam koridor standarisasi
undang-undang yang berlaku.....”

Dari segi teoritis, salah satu indikator mengukur kinerja menurut
Furtwengler(Mony:1996) adalah kualitas kerja, kretivitas, keinginan

sukses, dan inisiatif.

Indikator Skill meliputi: mampu menyelesaikan tugas tepat pada
waktunya, kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan untuk menghitung
dengan cepat dan mengoperasikan alat pendukung pekerjaan. Dari hasil
wawancara di atas menunjukkan suatu ulasan tentang ketidakmampuan
atau ketidaksiapan anggota Dewan mengantisipasi dinamika yang terjadi
di daerah.Berdasarkan dari pernayataan informan di atas dan dibuktikan
dengan petunjuk di lapangan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bulungan dapat dikatakan dari segi kehadiran jauh
lebih sedikit, dinas luar sangat mendominasi, hal ini potensial sekali
perubahan dan pergeseran tingkat ketepatan waktu dalam menyelesaikan
tugas pokok anggota Dewan. Fenomena yang terjadi di lingkungan dewan
menunjukkan tidak ada kepastian jam masuk kerja, sehingga bisa dilihat
anggota Dewan turun kerja lambat dan pulang cepat. Mengingat tugas
anggota Dewan sangat berat, seharusnya, menurut penulis, tentang tingkat
kehadiran dan jam kerja perlu dimusyawarahkan segenap anggota Dewan
guna menghasilkan komitmen bersama mengenai kedisiplinan kerja.

Besarnya otoritas kewenangan serta fungsianggota Dewan segi tujuan
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kelembagaanpun tidak mungkin terlaksana dan tercapai dengan efektif
jika tidak diatur dengan sistem kerja yang semestinya.

Pengetahuan (klowledge) anggota Dewan, sebagaimana diketahui
dalam ketatanegaraan, salah satu tugas dan fungsi anggota Dewan adalah
fungsi Legislasi. Dalam konteks daerah, fungsi Legislasi adalah fungsi
anggota Dewan membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah untuk
kesejahteraan masyarakat.

Untuk tercapainya pengimplementasian fungsi Legislasi tersebut
faktor pengetahuan (kiowledge) individu sangatlah mempengaruhi atas
tercapainya tujuan tersebut.Secara teoritis, pengetahuan (klowledge)
terkait tingkat pendidikan, anggota DPRD tergolong stabil S-2 = 2 orang,
S-1 =13 orang, Sarjana Muda = 1 orang, SLTA = 8 orang, dan SLTP = 0.

Tabel. 7
Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kab. Bulungan 2015

‘No..  Tingkat Pendidikan Jumlah o
R ey I
2. Sarjana (S-1) f 13
- 3. Sarjana Muda f 1
" 4. SLTA 9

5. SLTP 0

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Bulungan 2015

Mengingat tingkat persaingan kompetisi yang begitu tajam saat ini
sehingga tingkat pendidikan SLTA sudah mulai ditinggalkan. Dalam
kegiatan wawancara dengan informan KETIGA yang dilakukan pada

tanggal 01 Oktober 2015 :
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“...Sebenarnya Dewan sekarang ini harus melebihi dari yang
terdahulu dari sisi pendidikannya, standar minimal untuk menjadi
anggota Dewan adalah S-1. Kita lihat saja tingkat jenjang
pendidikan eksekutif, untuk penerimaan CPNS berpendidikan
SLTA sudah tidak dilirik lagi, mengingat standar pendidikan
sekarang untuk berkiprah sebagai pejabat publik minimal S-1 dan
bahkan berlomba-lomba mengejar S-2, S-3 dan seterusnya.Kalau
mitra kerja Dewan saja rata-rata terendah S-2 dan mereka sudah
melalui proses pelatihan teknis maupun non teknis, saya rasa yang
paling siap adalah justru pihak eksekutif. Ini juga merupakan
‘PR untuk pemerintah bagaimana merumuskan kembali syarat
pendidikan dalam pencalonan anggota DPRD. Menurut saya latar
belakang pendidikan untuk menjadianggota Dewan idealnya S-1.
Anggota Dewan yang sekarang banyak juga yang SLTA, minim
pengalaman kepemerintahan dan administrasi. Saya rasa anggota
Dewan akan lebih banyak menjadi penonton dari pada jadi
pemain.Sifat menunggu hasil dari kinerja eksekutif, sebab mereka
anggota Dewan diakui atau tidak sudah kalah dalam segi
kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan daerah.
Eksekutifsudah berkutat menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya yang berbasis kinerja. Mereka secara berkala
mendapat bimbingan dan sekaligus mempraktikan teori kedalam
tugas pokoknya. Mereka mendapatkan jenjang peningkatan
kapasitasnya melalui PIM 1V, PIM IlI, PIM II, dan pelatihan-
pelatihan teknis lainnya yang sangat berpengaruh terhadap
kualitas mereka sebagai abdi masyarakat.Oleh sebab itu perlu
adanya suatu reformasi mental bagi kalangan anggota DPRD
untuk benar-benar konsen untuk mengembangkan profesionalitas
mereka.

Sebenarnya mereka anggota Dewan adalah para putra putri
terbaik yang dipilih rakyat melalui pemilu, mereka punya
kemampuan untuk menjalankan tugas...”

Informan KEEMPAT juga mengatakan dalam wawancara pada tanggal 2
Oktober 2015 sebagai berikut :

“ ..Saya sangat mengenali latar belakang pendidikan anggota
yang sekarang ini, sulit untuk diandalkan. Ada yang lulusan
SLTA , tetapi itukan sudah bertahun-tahun. Atau walaupun
sarjana, tetapi mereka sudah berkecimpung di dunia bisnis, dan
usaha lainnya. Bagaimana mereka bisa menghasilkan produk
unggulan untuk masyarakat. Apakah mereka bisa menjalankan
tugasnya dengan latar belakang yang ada ?Saya melihat dengan
jelas ada kekurangan segi kualitas sumber daya manusia yang
harus diatisipasi dengan jalan memberikan pendidikan
danpelatihan yang berkualitas.Berdasarkan individu, kinerja
anggota DPRD...saya menangkap sebuah sinyal bahwa mereka
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terkondisikan dengan hubungan komunikasi yang bersifat
materialis.Suatu tugas diperhitungkan dari faktor menguntungkan
atau merugikan.Jika tugas tersebut menguntungkan anggota,
mereka antusias melaksanakan tugas tersebut secara cepat dan
tuntas. Demikian juga sebaliknya, jika tidak menguntungkan,
taruhlah sampai mengeluarkan dana dari kantong pribadi
misalnya, tugas tersebut menjadi terkatung-katung dan cenderung
untuk dihindari. Hal ini juga disebabkan adanya pradigma
anggota Dewan dengan istilahnya “mumpung” menjadi anggota
Dewan, makanya bebas berkreasi dan berinisiatif sesuai dengan
keinginan individu dan partai masing-masing.Tetapi yang jelas
arah 1nisiatif tersebut memiliki kecenderungan kearah yang
menguntungkan. Saya pikir bahwa situasi di DPRD seperti
musiaman, saatnya ramai dan sibuk sampai-sampai sulit untuk
ditemui, ada pula kalanya sepi.....anggota Dewan kunjungan
kerja secara berkelompok....disini saya tidak juga mengatakan
bahwa anggota DPRD itu tidak berbuat sesuatu yang baik, di sana
terdapat mantan-mantan birokrat handal dan memiliki segudang
pengalaman dalam birorasi, tentunya ecerdasan dan keahlian
tersebut tentunya tergantung situasi dan kondisi sckarang yang
ada di lembaga DPRD tersebut....... ”?

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa  terkait
pengetahuan (klowledge) dalam menjalankan fungsi legislasi, dalam hal
ini bagaimana seorang anggota Dewan mampu secara keilmuan untuk
meramu dan menginventarisir hasil-hasil dari masyarakat. Sesuai fakta di
lapangan dapat ditemukan kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota
Dewan tidak diikuti sebagai kebutuhan kelembagaan melainkan
keinginan yang bersifat personal. Efektifnya adalah bidang Legislasi
memfokuskan pendidikan dan pelatihan berkaitan legislasi, peraturan, dan
Undang-undang lainnya. Bidang Anggaran harus lebih fokus pada
pendidikan dan peatihannya terkait kebijakan anggaran dan sebagainya.

Bidang pengawasan tentunya menyertakan segenap alat kelengkapan
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Dewan yang mana para anggota Dewan terlibat didalamnya.Terkait
sensifitas segi pengetahuan tersebut penulis mengilustrasisebagai berikut:

Gambar 4.
Ilustrasi Pemanfaatan Tingat Pendidian

. Tahapil:.. Tahap v
" Pengujlan’ Pemanfaatan

(Sumber : Data olahan peneliti 2015)

% Tahap I, Penjaringan Aspirasi.
% Memerlukan tingkat kompetensi pendidikan standar minimal S-1, S-2,
dan seterusnya. Pada tahap ini seorang anggota Dewan selain dia pelaku
pembuat undang-undang (fungsi Legislasi) dia juga bertindak sebagai
narator kebijakan pemerintah.

Maka seorang anggota Dewan wajib memiliki kemampuan keilmuan
yang luas dan mampu menjabarkan kebijakan pemerintah dengan tepat,

akurat dan menarik kepada konstituen.

% Tahap II Proses Hasil Penjaringan.
Memerlukan tingkat kompetensi pendidikan standar minimal S-1, S-
2, dan seterusnya. Memerlukan pengalaman kerja dibidang teknis
administras, komputerisasi kebijakan daerah dan Undang-undang. Pada
tahap II ini, seorang anggota Dewan dituntut untuk menginventarisir
permasalahan, menguraikan dan memformulasikan hasil dari penjaringan

aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dan kajian di internal
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Dewan. Pada tahap ini kegagalan fungsi sering terjadi, sebab tingkat
kemampuan seorang anggota Dewan yang memiliki tingkat kopetensi
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mengalami kesulitan dalam hal
pengolahan data yang diterimanya, antara lain disebabkan kurangnya atau
ketidakmengertian menggunakan alat bantu kerja (komputer) dan
sebagainya. Ironisnya jika kegagalan tersebut terjadi, maka kegagalan total
secara kelembagaan akan terjadi pula khususnya membuat Prolegda

Inisiatif Dewan.

¢ Tahap III Pengujian.

Memerlukan tingkat kompetensi pendidikan standar minimal S-1, S-2,
dan seterusnya. Memerlukan pengalaman kerja dibidang teknis
administrasi dan perundang-undangan (Perda). Selain itu harus ada
kemampuan lobi yang intens disertai dengan argumen-argumen

pendukung yang ilmiah mengenai kebutuhan masyarakat.

% Tahap IV Pemanfaatan

Memerlukan tingkat kompetensi pendidikan standar minimal S-1, S-2,
dan seterusnva. Memerlukan pengalaman kerja dibidang teknis
administrasidan  perundang-undangan  (Perda).Selain  itu  harus
adakemampuan  mengkomunikasikan ~ /mensosialisasikan  kepada
masyarakat mengenai kebijakan yang sudah diundangkan agar masyarakat

mengerti fungsi dan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut sekaligus
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bertindak sebagai pengawas kebijakan daerah dan menampung kembali

keluhan-keluhan masyrakat atas pengimplementasian Perda tersebut.

@,
o

Tahap Evaluasi

Memerlukan tingkat kompetensi pendidikan standar minimal S-1, S-
2, dan seterusnya. Memerlukan pengalaman kerja dibidang teknis
administrasi dan perundang-undangan (Perda). Pada tahap ini seorang
anggota Dewan harus dapat memberikan jaminan bahwa produk
kebijakannya dapat dirasakan secara positif oleh masyarakat. Selalu
menjalin komunikasi dengan SKPD yang terkait untuk melihat ada
tidaknya kelemahan yang terdapat pada produk Dewan tersebut.
Pengalaman Kerja (Work Experience), orang bijak mengatakan bahwa
pengalaman adalah kunci keberhasilan. Kata-kata tersebut jika dilihat tidaklah
salah. Terkait dengan kinerja anggota Dewan dalam menjalankan fungsi
legislasi, = pengalaman kerja anggota Dewan sangat kurang.Hal ini
dipengaruhi oleh kurang profesionalitasnya partai politik dalam menjalankan
fungsi menajemennya. Adanya perekrutan calon anggota legislatif yang tidak
terencana dengan baik.

Seseorang diajak bergabung dan ditawarkan menjadi calon anggota
Dewan dikarenakan faktor untukmemenuhi persyaratan partisifasi partai
politik untuk ikut dalam pemilu. Jadi, imbasnya sampai pada ketika personil
yang sebenarnya tidak siap dari segi mental dan kualitas terpilih menjadi

anggota Dewan.
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Mengenai Pengalaman ini sesuai dngan hasil wawancara dengan
informan KELIMA yang dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2015 dengan
mengatakan :

“...Untuk hal ini seperti biasa masa transisi keanggotaan DPRD
selalu dihiasi oleh wajah baru atau istilahnya pendatang baru.
Bagi anggota yang terpilih lagi saya rasa sudah pasti mendapat
pengalaman yang berharga selama dia menjabat, namun bagi
anggota baru, sebab mereka sebagian besar belum memilki
pengalaman di lemabaga DPRD, pada hal lembaga DPRD sangat
memerlukan orang-orangnya yang berpengalaman dan memiliki
kesiapan dan kematangan dalam segi kelembagaan dan segi
politik. Saya khawatirkan anggota yang baru tersebut, mereka
akan menjadi bulan-bulanan aparatur pemerintahan daerah, sebab
hubungan kerja kedua lembaga tersebut tidak mengenal masa
transisi, atau masyarakat juga tidak mau tahu mereka
berpengalaman atau tidak, anggota Dewan sudah siap atau
belum.Jelas ini merupakan rintangan yang memaksa para
legislator merubah pola piker kearah yang rasional.Sebagian besar
yang saya lihat dan perhatikan anggota Dewan kita saat ini lebih
cenderung pasif.Sepertinya tidak memiliki gairah kerja yang
mencerminkan pejabat daerah, tidak bercermin pada visi dan misi
Dewan secara organisasi. Saya sering melihat anggota Dewan
begitu datang hanya ngobrol/bercerita, membaca Koran, dan
tentunya sekitar jam 09 atau 10 mereka ke kantor, jam 12 pulang
dan tidak kembali. Memang jam kerja Dewan tidak termaktub
sebagaimana pegawai PNS lainnya (Eksekutif).Jika disadari
bahwa di internal Dewan tidak mengenal jam kerja, namun secara
moralitas mereka seharusnya lebih sadar untuk memberikan
kemampuan ekstra untuk menjalankan fungsi dan kerjanya
dengan tindakan konkrit sesuai dengan beban tugasnya masing-
masing.

Informan KEENAM yang dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2015 dengan

mengatakan :

“...Kalau anggota DPRD itukan artinya dia harus memahami
tentang fungsi dan tugas legislasi artinya pembuat undang-
undang itu harus dipahami sebelum menjadi anggota DPRD.
Sekarang tinggal inovasi, kreatifitas anggota DPRD, karena
anggota DPRD inikan bermacam-macam sektor sebelumnya. Ada
yang dari swasta, pemerintahan birokrasi, dan sebagainya, tentu
ada perbedaan-perbedaan dalam kreatifitas.Salah satu tugas
anggota DPRD ini kolektif. Kalau sudah masuk menjadi anggota
Dewan berarti semua menjadi anggota Komisi. Komisi adalah
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melaksakan pembangunan dan mengevaluasi pembangunan, serta
pengaasa pembangunan. Jadi, kalau dilihat kinerjanya sementara
dari kemasyarakatan artinya kelihatannya melaksanakan dengan
baik, cuma harusnya pembuat perda ini harus lebih luas lagi
spesialis antara pemerintah, karena pemerintah dengan DPRD
itukan adalah pembuat Perda, kalau anggota DPRD mau A
pemerintah mau B nah ini tidak bisa terjadi. Jadi ada inisiatif dari
DPRD kemudian ada usulan dari pemerintah mengenai sesuatu
program yang kemudian jadilah program ditungkan dalam suatu
peraturan, peraturan yang kita kenal adalah peraturan daerah.
Peraturan Daerh memang harus ada setiap kebijakan-kebijakan
yang akan dituangkan dalam pelaksanaan nantinya. Jadi, secara
hirarki peraturan perundang-undanganitu tidak bisa dilaksanakan
kalau tidak ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah pusat
tidak bisa dilakukan kalau tidak ada keputusan dari Presiden.
Atau juga peraturan pemerintah tidak bisa dilakukan kalau tidak
ada peraturan daerah. Peraturan daerah itu tingkatannya ada
peraturan provinsi, peraturan daerah kabupaten.Secara individu
memang penilaiannya kita tidak bisa menilai secara kedalam
karena secara gambaran umum sudah ada perbedaan-perbedaan.
Tingkat pengalaman tingkat pendidikan, pengetahuan dari
anggota Dewan. kalu banyak pengetahuan banyak juga yang bisa
dikeluarkan, kalau kurang pengetahuan artinya sulit juga untuk
menyampaikan program. termasuk pendidikan. Kalau anggota
DPRD kurang banyak membaca bagaimana bisa memberikan
suatu keputusan. Sesuatu pembangunan kan...katakanlah tentang
moneter.. kalau tidak banyak membaca masalah kenaikan harga,
masalah dolar naik, masalah rupiah yang tidak mau
menurun.Menurut saya secara pribadi sementara ini kinerja
anggota DPRD bagus aja, kalau tidak baguskan kan anggota
DPRD bisa di keluarkan atau pergantian antar waktu.
Kesimpulannya sementara anggota DPRD berjalan dengan
baik.Kalau pendidikan dan pelatihan seharusnya banyakyang
harus diikuti, tidak bisa satu dua materi yang diikuti untuk
menambah pengetahuan, jadi misalnya pelatthan tentang
kepemimpinan, pelatihan tentang pendampingan, pelatihan
tentang bagaimana membuat peraturan daerah itukan
pelatihannya memakan waktu dan banyak. Kalau saya melihat
anggota DPRD hanya beberapa ikut pelatihan saja, akhimya tidak
bisa menunjang terlalu banyak. Waktu dan jadwal
pelaksanaannya harus diperbanyak. Berpulang kepada anggota
DPRDnya mampu atau tidak menyerap dari pelatihan itu. Ada
anggota DPRD yang hanya skedar mendengarkan saja tetapi
memikirkan yang lain. anggota DPRD harus fokus menerima
pelajaran itu. Setelah menerima materi pendidikan dan pelatihan
artinya dipelajari dan harus dipahami lalu disampaikan kepada
pemerintah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



426882 pdf

Secara garis besar dari penyampaian-penyampaian tentang Work Experience
di atas adalah masyarakat untuk sementara mengapresiasi cukup baik dengan
dengan asumsi bahwa apabila anggota tidak baik dalam menjalankan fungsinya
maka anggota Dewan tersebut diberhentikan atau di PAW (pergantian antar
waktu). Secara berbeda penulis menggarisbawahi pernyataan tersebut diatas,
bahwa anggota Dewan tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja
yang baru dan masih terbawa pola-pola atau perilaku sebelum menjadi pejabat
publik. Kedisiplinan memanfaatkan waktu dan ketersedian anggaran terlihat
kurang dimanfaat dangan baik.Dengan kurangnya kedisiplinan dan inisiatif maka
berpengaruh pula pada tingkat produktivitas anggota Dewan secara individu dan
turut pula mempengaruhi kinerja secara keseluruhan dalam
organisasi.Berdasarkan fakta menunjukkan pengalaman anggota Dewan
berdasarkan yang pertama pengalaman keorganisasian atau di lingkungan partai

politik dan keormasan, dari 25 anggota yang duduk menunjukkan :
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Tabel 8.
Tingat Pengalaman anggota DPRD Kab. Bulungan tahun 2015
No Pengalaman | Pengalaman | Pengalaman Pengalaman Ket
dibawah 1 th 2 tahun 3 tahun diatas 5 tahun
01. 10 orang 4 orang 6 orang 5 orang

JUMLAH 25 ORANG
(Sumber :Data olahan Sekretariat DPRD Kab. Bulungan 2015)

Dapat disimpulkan bahwa segi pegalaman di luar kelembagaan
Legislatif menunjukkan suatu pengalaman di bawah | tahun memiliki angka
terbesar dengan berjumlah 10 orang.Dengan angka tersebut, terkait
menjalankan fungsi Legislasi sangat berpengaruh tingkat kualitas individu
dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan tujuan organisasi Legislatif.
Pengalaman anggota Dewan dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bulunga Periode 2014-2019, penulis mengklasifikasikan
berdasarkan biodata anggota Dewan dalam lembaga Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten BulunganPeriode 2014-2019 dengan tingkatan
periode keanggotaan anggota yang bersangkutan mengacu pada masukan
atau perolehan data yang berasal dari buku profile produk Sekretariat DPRD
Kabupaten Bulungan, sebagaimana tergambar pada data tersebut di bawah

ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



426%Z.pdf

Tabel 9.
Tingat Periode Anggota DPRD Kab. Bulungan Tahun 2016

N Periode Periode Periode
2014-2019 2009-2014 2005-2009

13°rang . 10orang 2 Of‘?ng\‘f

JUMLAH 25 ORANG

(Sumber :Data olahan Sekretariat DPRD Kab. Bulungan 2015)

Data diatas menunjukkan bahwa anggota yang baru (2014-2019)
menempati posisi angka tetinggi sebanyak 13 orang.Dengan demikian tingkat
pengalaman anggota terbesar sangat minim dan memerlukan penyesuaian-
penyesuaian yang turut mempengaruhi tingkat kecepatan dalam menjalankan
tugas dan fungsinya.Berdasaran uraian dari faktor yang turut mempengaruhi
kinerja anggota Dewan tersebut di atas, setelah diadakan penelitian mendalam
untuk mencari dan menggali sumber potensial utama yang turut
mempengaruhi kinerja anggota Dewan. maka didapati satu permasalahan
yang sangat inti yang turut memengaruhi keseluruhan dalam suatu lembaga
DPRD, yaitu turunnya anggaran atau dana kegiatan yang diterima oleh
masing-masing anggota yang melaksanakan. Perubahan penerimaan uang
harian tersebut berkaitan erat dengan sebuah kebijakan Pemerintah Pusat,
dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Rl, yang tujuannya
menyamaratakan segenap pelaku perjalanan dinas, antara anggota Dewan,
PNS dan non PNS, bahan dengan tenaga honorer yang nyaris tidak memiliki

perbedaan penerimaan dana (uang) harian tersebut. Kondisi seperti ini tampak
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jelas terjadinya degradasi kreatifitas dan ide-ide serta penurunan daya

semangat dalam menjalankan tugas organisasi legislatif.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kinerja Anggota DPRD

Kabupaten Bulungan Periode 2014-2019 (Studi Kasus Fungsi Legislasi

Anggota DPRD) tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1) Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan
Periode2014-2019 di dalam menjalankan fungsi legislasi kurang baik. Hal
ini tergambar dengan tidak terdapatnya Prolegda Inisiatif yang berasal dari
anggota Dewan sebagaimana gambaran pada tahun 2015. Berdasarkan
analisis penulis bahwa terdapat 2 (dua ) kategori yang dominan atas
perilaku anggota Dewan tersebut, yang pertama adalah adanya kegiatan
“di luar” atau dinas luar yang sangat signifikan yang dilakukan oleh
anggota Dewan sebesar 60%. Walaupun alasan dari ketidakhadiran adalah
dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia, dan konsultasi,
tetapi membawa dampak negatif kelancaran tugas. Hal ini tentunya
menyisakan waktu yang relatif sedikit untuk melaksanakan tugas pokok
untuk membentuk suatu kebijakan, khususnya kebijakan atas inisiatif
Dewan. Kurang berfungsinya Badan Legislasi tersebut disebabkan
beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja anggota Dewan disebabkan :
pertama, kurangnya suport keuangan yang memadai yang berdampak
secara psikologis kepada para pelaku kegiatan di kalangan anggota Dewan

yang dalam menjalankan fungsi di lapangan sering mengalami kekurangan
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pembiayaan. Sebab, pola yang dilakukan oleh anggota Dewan dalam
menjalankan pelayanan masyarakat ke daerah-daerah terpencil sering
melibatkan dari elemen pendukung lainnya, seperti wartawan, anggota
LSM, aparatur teknis SKPD, yang secara moralitas menjadi beban dan
tangung jawab anggota Dewan yang melakukan kegiatan sehingga sangat
mempengaruhi bobot suatugagasan, serta hal ini menimbulkan sikap apatis
di kalangan anggota Dewan.

2) Bahwa yang memengaruhi kualitas kinerja anggota DPRD Kabupaten
Bulungan Periode 2014-2019 ternyata bukan semata faktor kelemahan dari
tingkat pendidikan dan wawasan para anggota Dewan, sesuai kenyatan
yang ada telah menunjukkan suatu bukti data bahwa  anggota yang
berpendidikan tinggi (S-1) dan SLTA masih relatif berimbang. Faktor
pengalaman, dan skill pun demikian, tetapi lebih didasari oleh kebijakan
Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kebijakan Menteri Kuangan RI yang
memberlakukan secara nasional dan berimbas pada kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

B.  Saran
Sebagal mana yang telah diungkapkan di atas bahwa salah satu poin
terpenting yang menentukan keberhasilan lembaga legislatif adalah
berkenaan dengan kualitas kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bulungan Periode2014-2019, yang mana kinerja anggota
Dewan dinilai kurang baik, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya

Prolegda inisiatif Dewan dalam kurun waktu 2015. Oleh sebab itu maka
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disarankan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bulungan untuk :

1) Menata kembali personalitas pelaksana kegiatan perjalanan dinas,
khususnya kegiatan perjalanan dinas luar daerah jalan lebih
merampingkan lagi komposisi anggota yang melakuan perjalanan dinas
ke luar daerah dengan cara hanya mendelegasian satu atau dua orang
atau minimal 50%-50%. Lecbih memfokuskan kegiatan-kegiatan di
daerah (dalam daerah) dalam rangka penjaringan aspirasi.

2) Segera mengkoordinasikan kepada bagian keuangan atau pihak yang
berkompeten untuk merevisi atau merasionalisasikankebali kebijakan
atas biaya perjalanan dinas bagi pejabat daerah dan seterusnya,
sehingga sebagai jalan memotivasi kembali kreatifitas dan pemicu
gairah para wakil rakyat untuk lebih fokus mengabdikan diri dalam

memperjuangkan aspirasi rakyat.
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SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 09 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

Menimbang :

L

bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan perlu
dilakukan perubahan dan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun
2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437},
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Koleksi Perpustakaan Universitdiasmtiahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438j;
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6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5362);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593};

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional,;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
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42661.pdf

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor
11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008
tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN' ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 11), diubah
sebagai berikut :

1. Di antara angka 20 dan angka 21 dalam Pasal 1 disisipkan 2
(dua) angka, yakni angka 20a dan angka 20b, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

20a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang
diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap
bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
pimpinan dan Anggota DPRD.

20b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana
yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk
menunjang Kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-
hari.
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2. Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan
perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah
dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

Uang Representasi;

Tunjangan Keluarga:

Tunjangan Beras;

Uang Paket;

Tunjangan Jabatan;

Tunjangan Panitia Musyawarah:
Tunjangan Komisi;

Tunjangan Panitia Anggaran;
Tunjangan Badan Kehormatan: dan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang
berbunyi sebagai berikut :

FE@ e RO T

—.

Pasal 10A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 11
(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi setiap
bulan.

(2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) sebagai berikut:

a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % dari uang refresentasi Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD sebesar 75 % dari uang refresentasi Ketua DPRD;

(3) Dihapus.

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan
Beras.

(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri
Sipil.
7. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 14A dan
Pasal 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A
an kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan

diberi
Koleksi Perpustei(aan Unlver5|tas tetbuka
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(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

a. tinggi;
b. sedang;
c. rendah.

(3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi
pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang
representasi Ketua DPRD.

(4) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi
pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang
representasi Ketua DPRD.

(5) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi
pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang
representasi Ketua DPRD.,

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A
dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15

(1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.

(2) Pajak penghasilan Pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat (6), sehingga Pasal
20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan
Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpah/janji.

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar
harga setempat yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran Berjalan pada pos Sekretariat
DPRD dalam jenis Belanja Pegawai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka . . . .
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10. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 24A,
Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, dan Pasal 24E, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2).

Pasal 24B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24A disediakan paling banyak 6 (enam)} kali uang representasi Ketua DPRD
ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 24C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24A disediakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 24D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan
memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan
pribadi.

Pasal 24E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A disesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

11. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan
ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja pimpinan dan Anggota DPRD yang
terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan
tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang
diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos
DPRD.

(3) Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21, serta Belanja
Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1),
dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis
belanja sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Modal.

(3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
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(4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Juni 2014

BUPATI BULUNGAN,

ttd
BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd

SYAFRIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SULISTIA WIDARTI.SH
Pembina / IVa
Nip.19650930 1998032 001
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 09 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, sehubungan dengan
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan
tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi negara yang baik dan
seimbang.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh pimpinan
dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian
Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan
menampung dan menjaring aspirasi masyarakat, khusus kepada Pimpinan
DPRD, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota
DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah yang mengelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok,
yakni daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah.
Selain itu penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
mempertimbangkan prinsip kesetaraan. Disamping Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan juga penyesuaian terkait
dengan masalah Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, dan Tunjangan
Perumahan.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara
Bupati/Wakil Bupati dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh
dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD didasarkan atas pertimbangan Pimpinan DPRD
dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk
keperluan pribadi. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah
memandang perlu untuk melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2005 tentang tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bulungan.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 10A
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 11A
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 14A
Cukup jelas.
Pasal 14B
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 20
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “azas kepatutan” adalah
bahwa tunjangan perumahan yang diberikan kepada
anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika
dibandinkan dengan nilai rumah jabatan yang
ditempati pimpinan DPRD apabila disewakan. Azas
kepatutan juga harus memperhatikan asas
berjenjang dalam arti bahwa  tunjangan
perumahan anggota DPRD tidak iebih besar dari
tunjangan wakil ketua DPRD, tunjangan wakil
ketua DPRD tidak lebih besar dari
tunjangan ketua DPRD. Tunjangan
perumahan pimpinan dan anggota DPRD
kabupaten/kota tidak boleh lebih tinggi dari
tunjangan pimpinan dan anggota DPRD
provinsi.

- Yang dimaksud dengan “Azas kewajaran” adalah
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka bahwa besarnya tunjangan yang diberikan tidak
lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku
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- Yang dimaksud dengan “Azas rasional” adalah bahwa
besarnya tunjangan perumahan vyang diberikan
untuk masa bhakti 60 (enam puluh) bulan lebih
efisien dan menguntungkan apabila membangun
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah
dinas Anggota DPRD

Angka 10
Pasal 24 A
Yang dimaksud dengan “disediakan” adalah penyediaan
anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat
digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan
pribadi.
Pasal 24 B
Cukup jelas.
Pasal 24 C
Cukup jelas.
Pasal 24 D
Cukup jelas.
Pasal 24 E
Cukup Jelas.
Angka 11
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 08
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BUPATI BULUNGAN
PROPINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijjakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan Perubahan
terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

—t

Mengingat

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaagz%ll\lgdgara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400},

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun %010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51"

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
elolaan Barang Milik Daerah;

T is P
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 6%90({}05“1
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
694);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2011 Nomor 1);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, semula berjumlah
Rp.2.340.282.422.870,00 bertambah sejumlah Rp.434.480.001.367,61 sehingga
menjadi Rp.2.774.762.424.237,61 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

1. Semula Rp.1.367.278.855.994,00

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 79.188.335.092,20)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.288.090.520.901,80

b. Belanja :

1. Semula Rp.2.340.282.422.870,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 434.480.001.367,61
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.2.774.762.424.237,61
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp.1.486.671.903.335,81)
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c¢. Pembiayaan :

1. Penerimaan :

a) Semula Rp.973.003.566.876,00
b) Bertambah/(Berkurang) Rp.533.668.336.459,81
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.1.506.671.903.335,81

2. Pengeluaran :

a) Semula Rp. NIHIL
b) Bertambah/(Berkurang) Rp.20.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 20.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.1.486.671.903.335,81
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah :

1. Semula Rp.70.730.005.222,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.70.730.005.222,00
b. Dana Perimbangan :
1. Semula Rp.1.099.716.884.772,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 48.198.560.092,20).
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan Rp.1.051.518.324.679,80

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1. Semula Rp.196.831.966.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp.30.989.775.000,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.165.842.191.000,00
setelah perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1. Semula Rp.4.066.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.4.066.000.000,00
b. Retribusi Daerah :

1. Semula Rp. 2.806.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL R

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.2.806.000.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1. Semula Rp.20.146.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang] Rp. NIHIL

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp.20.146.000.000,00
dipisahkan setelah perubahan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :
1. Semula Rp.43.712.005.222,00
bahgu(gerkurang) Rp. NIHIL

.. Bertam
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Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 43.712.q96%1%%2,00
setelah perubahan '

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil :

1. Semula Rp.756.576.036.772,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 48.198.560.092,20.

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp.708.377.476.679,80
b. Dana Alokasi Umum :

1. Semula Rp.332.429.548.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.332.429.548.000,00
c. Dana Alokasi Khusus :

1. Semula Rp. 10.711.300.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.10.711.300.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdin dari jenis pendapatan :

a. Hibah :
1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL .
Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. -
b. Dana Darurat :
1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL .
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak :
1. Semula Rp.94.712.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) _Rp. NIHIL
Jumlah Bagi hasil Pajak setelah perubahan Rp.94.712.000.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :
1. Semula Rp.43.193.166.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.660.225.000,00
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp.44.853.391.000,00

setelah perubahan

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya :

1. Semula Rp.58.926.800.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp.32.650.000.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Rp.26.276.800.000,00

Pemerintah Daerah lainya setelah perubahan

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :
1. Semula Rp.864.694.800.000,00

Koleksi Perpugakagn %Ml?aas‘be/b@?erkurang) Rp.126.736.692.739,29




Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
b. Belanja Langsung :

Rp.991.431.492,739,29

1. Semula Rp.1.475.587.622.870,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 307.743.308.628,32

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Rp.1.783.330.931.498,32

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawali :

1. Semula Rp.574.783.692.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 66.378.012.739,29
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan

b. Belanja Bunga :

1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan

c. Belanja Subsidi :

1. Semula Rp. NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan
d. Belanja Hibah :

1. Semula Rp.231.139.890.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 59.074.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial :

1. Semula Rp.3.350.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp.1.174.680.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

f. Belanja Bagi Hasil :
1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang] Rp. NIHIL
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan

g. Belanja Bantuan Keuangan :

1. Semula Rp.45.421.218.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 110.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

perubahan

h. Belanja Tidak Terduga :
1. Semula Rp.10.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp.641.161.704.739,29

Rp. -

Rp.290.213.890.000,00

Rp.4.524.680.000,00

Rp. -

Rp.45.531.218.000,00

Rp.10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari

jenis belanja :
a. Belanja Pegawai :

1. Semula Rp. 72.154.228.238,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.655.539.000,00

Koleksi Perpué{ékggr%%vgg&g&i%&ggawai setelah perubahan
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b. Belanja Barang dan Jasa :

1. Semula Rp.448.147.722.058,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 50.900.573.485,00

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.499.048.295.543,00
c. Belanja Modal :

1. Semula Rp.847.390.512.427,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.254.187.196.143,32

Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp.1.209.472.868.717,32
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan :

1. Semula Rp.973.003.566.876,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.533,668.336.459,81

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.1.506.671.903.335,81
b. Pengeluaran :

1. Semula Rp. NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 20.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 20.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis
Pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :
1. Semula Rp.973.003.566.876,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp.533.668.336.459,81
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Rp.1.506.671.903.335,81

perubahan
b. Pencairan Dana Cadangan :

1. Semula Rp. NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan Rp. NIHIL
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :

1. Semula Rp. NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Rp. NIHIL

dipisahkan setelah perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah :

1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang} Rp. NIHIL
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Rp. NIHIL
perubahan
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :
1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. NIHIL

setelah perubahan
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Penerimaan Piutang Daerah :

1. Semula

Rp.  NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Rp. NIHIL

perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis
Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan :

b.

d.

1. Semula

Rp.  NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Rp. NIHIL

perubahan

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

1. Semula

Rp.  NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.20.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan modal (investasi)} Pemerintah Rp.20.000.000.000,00
Daerah setelah perubahan

Pembayaran Pokok Hutang :

1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah  Pembayaran Pokok Hutang setelah Rp. NIHIL
perubahan
Pemberian Pinjaman Daerah :
1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Rp. NIHIL
perubahan
Pasal S

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.
b.

5w

[

Lampiran I

LampiraNlN II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah dan organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,
organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;

Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,
organisasi SKPD, program dan kegiatan;

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;
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] Lampiran X  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 13}1i21%(1311yp%];

k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

1. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ;dan
m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 September 2014

BUPATI BULUNGAN,
Ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
Ttd.

SYAFRIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH
Pembina /IVa
Nip.196509301998032001
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BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 316 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2015 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta
RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan

Utara Nomor : 900/k.303/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)} Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, maka Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD]
Tahun Anggaran 2015 yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA
dan PPAS, serta RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran
2015.

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72};
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tamabhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4459) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 {(Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712j;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 635 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Angagran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 694j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 06 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012
Nomor 06};

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor O1].

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp.1.069.448.045.058,00
2. Belanja Daerah Rp.2.115.511.208.420,60 (-)
Surplus / (Defisit) (Rp1.046.063.163.362,60)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 1.046.063.163.362,60
b. Pengeluaran Rp. NIHIL
Pembiayaan Netto Rp. 1.046.063.163.362,60(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. NIHIL
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 77.009.063.897,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 818.658.207.164,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
sejumlah Rp. 173.780.773.997,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
Pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 5.117.800.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 2.642.889.225,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan sejumlah Rp. 21.200.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
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sejumlah Rp. 48.048.374.672,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdiri dari jenis
pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp.495.498.945.164,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.305.134.612.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 18.024.650.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. NIHIL
b. Dana darurat sejumlah Rp. NIHIL
c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 94.712.000.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus sejumlah Rp. 66.843.825.997,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 12.224.948.000,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 836.097.823.741,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp 1.279.413.384.679,60

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 587.269.122.063,40
b. Belanja bunga sejumlah Rp. NIHIL
c. Belanja subsidi sejumlah Rp. NIHIL
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 170.451.580.000,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 4.000.000.000,00
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. NIHIL
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 64.377.121.677,60
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 10.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 78.199.777.286,00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 473.731.500.400,60

c. Belanja modal sejumlah Rp. 727.482.106.993,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 1.046.063.163.362,60
b. Pengeluaran sejumlah Rp. NIHIL

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis
Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
sejumlah Rp. 1.046.063.163.362,60
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b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. NIHIL
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. NIHIL
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. NIHIL
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

sejumlah Rp. NIHIL
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. NIHIL
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis
Pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. NIHIL
b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah

Daerah sejumlah Rp. NIHIL
c. Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. NIHIL
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. NIHIL

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

© ® N o

11.

12.
13.

Lampiran [

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran [X
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi
SKPD;

Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD,
pendapatan, belanja dan pembiayaan ;

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi
SKPD, program dan kegiatan;

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah ;dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BULUNGAN,
ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd

SYAFRIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd
Sulistia Widarti, SH.

Pembina/IVa
Nip. 196509301998032001
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BUPATI BULUNGAN,

DIMAN ARIFIN
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PANDUAN
WAWANCARA MENDALAM
(In-Depth Interview)

Jabatan Informan D eteteseteeneerencetessanestncnsnnesannnennans R : .....

Tgl/Bln/Th. Wawancara © ... e

Nama Informan

Nomor Telp. HP 1 e
Tanda tangan Informan : ...
Waktu

Hari
Tanggal e e
Mulai O
Selesai e
PERTANYAAN

1) Bagaimana pendapat bapak/sdr mengenai kinerja anggota DPRD Kabupaten

Bulungan Periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi Legislasi ?

2) Apa saja yang mempengaruhi kualitas kinerja anggota DPRD Kabupaten

Bulungan Periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi Legislasi ?

......................................................................................................
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NO.

PERTANYAAN

JAWABAN

Bagaimana pendapat bapak/sdr
mengenai  kinerja
DPRD Kabupaten

2014-2019

anggota
Bulungan
Periode dalam

menjalankan fungsi Legislasi ?

Apa saja yang mempengaruhi
kualitas kinerja anggota DPRD
Kabupaten Bulungan Periode
2014-2019 dalam menjalankan

fungsi Legislasi ?

0l.

Sekretaris DPRD Kabupaten
Bulungan

(Riduansyah, SE)

Anggota DPRD adalah merupakan pejabat
publik di daerah. Untuk melaksanakan fungsi
dan tugasnya dia dituntut untuk melaksanakan
kewajibannya. Saya rasa titel pejabat publik
yang melekat kepada anggota Dewan hanya
nama saja, tidak ada kesesuaian dengan suatu
penghargaan kapasitasnya sebagai pejabat
daerah. Kalau saya lihat para anggota Dewan
sekarang ini telah mengalami penurunan
semangat kerja.Apalagi  kerjanya.....untuk
kepentingan masyarakat, mereka pasti tidak
lagi konsentrast untuk menyelesaikan apa
yang menjadi tugas rutin mereka. Tetapi
apakah semuanya anggota Dewan tidak ada
satupun yang mempunyai inisiatif ? Rasanya
tidak masuk akal. Tetapi itulah
kenyataannya...kreativitas mereka benar-benar
stagnan...mereka saling menunggu satu sama
lain, masing-masing berharap....yang saya
amati sebenarnya para legislator yang ada di
DPRD memiliki keseimbangan potensial diri.
Di sana ada beberapa orang yang sudah
memiliki “jam terbang” yang cukup tinggi,
pengalaman menjadi anggota Dewan lebih
dari dua periode, saya berpendapat mungkin
bisa terjadi transformasi keahlian atau skill
antar sesama anggota Dewan dari yang lama
ke anggota baru.....”
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02

Staf Komisi [
Hikmad Budiman, SE

Menurut saya, anggota Dewan kita sepertinya
bingung mau kerja apa dan mau
menyelesaikan apa. Mau bekerjakeras tetapi
kemampuan tidak ada, atau kemampuan ada
tetapi dana tidak penunjang, yang jelas hasil
komunikasi interaktif dengan warga tidak
serta-merta dapat diwujudkan jika persoalan
yang mengganjal semangat bekerja tidak
clear. Secara umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten
Bulungan sudah mengalami penurunan gairah
mengkaji dan menggali potensi untuk
menunjukan  partisipasi  dalam  bentuk
kebijakan-kebijakan  untuk  kepentingan
daerah.Saya secara pribadi merasakan bahwa
anggota Dewan sekarang ini kinerjanya
lamban dan seperti tidak punya semangat
untuk berjuang, seperti bekerja apa adanya,
dan tidak memiliki target yang seharusnya
perlu. Tingkat kehadiran misalnya, kehadiran
anggota tiap bulannya lebih sedikit, waktu
banyak tersita pada tugas luar....atau
perjalanan dinaske luar. Jadi, sekali lagi bagi
saya pribadi, ini menyangkut faktor inisiatif
dan kreatifitas anggota Dewan saja yang tidak
terpacu dengan baik. Pengalaman dan latar
belakang pendidikan mereka sudah tentu
membawa pengaruh tingkat kemampuan
anggota yang bersangkutan untuk
melaksanakan tugas dengan tepat waktu yang
diharapkan, tetapi dari segi pendidikan pun
masih dalam koridor standarisasi undang-
undang yang berlaku.....”

03

Staf Bag, Hukum
DPRD Kab. Bulungan
(Danil Mawuntu)

Seketariat

Sebenarnya Dewan sekarang ini  harus
melebihi dari yang terdahulu dari sisi
pendidikannya, standar minimal  untuk
menjadi anggota Dewan adalah S-1. Kita lihat
saja tingkat jenjang pendidikan eksekutif,
untuk penerimaan CPNS berpendidikan SLTA
sudah tidak dilirik lagi, mengingat standar
pendidikan sekarang untuk berkiprah sebagai
pejabat publik minimal S-1 dan bahkan
berlomba-lomba mengejar S-2, S-3 dan
seterusnya.Kalau mitra kerja Dewan saja rata-
rata terendah S-2 dan mereka sudah melalui
proses pelatihan teknis maupun non teknis,
saya rasa yang paling siap adalah justru pihak
eksekutif. Ini juga merupakan ‘PR” untuk
pemerintah bagaimana merumuskan kembali
syarat pendidikan dalam pencalonan anggota
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DPRD. Menurut saya latar belakang
pendidikan untuk menjadianggota Dewan
idealnya S-1. Anggota Dewan yang sekarang
banyak juga yang SLTA, minim pengalaman
kepemerintahan dan administrasi. Saya rasa
anggota Dewan akan lebih banyak menjadi
penonton dari pada jadi pemain.Sifat
menunggu hasil dari kinerja eksekutif, sebab
mereka anggota Dewan diakui atau tidak
sudah kalah dalam segi kemampuan untuk
menjalankan roda pemerintahan daerah.
Eksekutifsudah berkutat menjalankan tugas
dan tanggungjawabnya yang berbasis kinerja.
Mereka secara berkala mendapat bimbingan
dan sekaligus mempraktikan teori kedalam
tugas pokoknya. Mereka mendapatkan jenjang
peningkatan kapasitasnya melalui PIM IV,
PIM III, PIM II, dan pelatihan-pelatihan
teknis lainnya yang sangat berpengaruh
terhadap kualitas mereka sebagai abdi
masyarakat.Oleh sebab itu perlu adanya suatu
reformasi mental bagi kalangan anggota
DPRD untuk benar-benar konsen untuk
mengembangkan  profesionalitas  mereka.
Sebenarnya mereka anggota Dewan adalah
para putra putri terbaik yang dipilih rakyat
melalui pemilu, mereka punya kemampuan
untuk menjalankan tugas...”

04 | Kasubbag Persidangan &
Risalah Sekretariat DPRD Kab.
Bulungan

(H. Agus Sopian)

Saya sangat mengenali latar belakang
pendidikan anggota yang sekarang ini, sulit
untuk diandalkan. Ada yang lulusan SLTA ,
tetapi itukan sudah bertahun-tahun. Atau
walaupun sarjana, tetapi mereka sudah
berkecimpung di dunia bisnis, dan usaha
lainnya. Bagaimana mereka bisa
menghasilkan ~ produk  unggulan  untuk
masyarakat. Apakah mereka bisa menjalankan
tugasnya dengan latar belakang yang ada ?
Saya melihat dengan jelas ada kekurangan
segi  kualitas sumber daya manusia yang
harus diatisipasi dengan jalan memberikan
pendidikan dan pelatihan yang
berkualitas.Berdasarkan individu, kinerja
anggota DPRD...saya menangkap sebuah
sinyal bahwa mereka terkondisikan dengan
hubungan  komunikasi  yang  bersifat
materialis. Suatu tugas diperhitungkan dari
faktor menguntungkan atau merugikan.Jika
tugas tersebut menguntungkan anggota,
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mereka antusias melaksanakan tugas tersebut
secara cepat dan tuntas. Demikian juga
sebaliknya, jika tidak menguntungkan,
taruhlah sampai mengeluarkan dana dari
kantong pribadi misalnya, tugas tersebut
menjadi terkatung-katung dan cenderung
untuk dihindari. Hal ini juga disebabkan
adanya pradigma anggota Dewan dengan
istilahnya “mumpung” menjadi anggota
Dewan, makanya bebas berkreasi dan
berinisiatif sesuai dengan keinginan individu
dan partai masing-masing.Tetapi yang jelas
arah inisiatif tersebut memiliki
kecenderungan kearah yang menguntungkan.
Saya pikir bahwa situasi di DPRD seperti
musiaman, saatnya rami dan sibuk sampai-
sampai sulit untuk ditemui, ada pula kalanya
sepi.....anggota Dewan kunjungan kerja
secara berkelompok....disini saya tidak juga
mengatakan bahwa anggota DPRD itu tidak
berbuat sesuatu yang baik, di sana terdapat
mantan-mantan birokrat handal dan memiliki
segudang  pengalaman dalam  birorasi,
tentunya kecerdasan dan keahlian tersebut
tentunya tergantung situasi dan kondisi
sekarang yang ada di lembaga DPRD
tersebut....... ”

05 Staf Bag.Humas Setwan
Bulungan
(Ramadan, SE)

Kab.

Untuk hal ini seperti biasa masa transisi
keanggotaan DPRD selalu dihiasi oleh wajah
baru atau istilahnya pendatang baru. Bagi
anggota yang terpilih lagi saya rasa sudah
pasti mendapat pengalaman yang berharga
selama dia menjabat, namun bagi anggota
baru, sebab mereka sebagian besar belum
memilki pengalaman di lemabaga DPRD,
pada hal lembaga DPRD sangat memerlukan
orang-orangnya yang berpengalaman dan
memiliki kesiapan dan kematangan dalam
segi kelembagaan dan segi politik. Saya
khawatirkan anggota yang baru tersebut,
mereka akan menjadi bulan-bulanan aparatur
pemerintahan daerah, sebab hubungan kerja
kedua lembaga tersebut tidak mengenal masa
transisi, atau masyarakat juga tidak mau tahu
mereka berpengalaman atau tidak, anggota
Dewan sudah siap atau belum.Jelas ini
merupakan rintangan yang memaksa para
legislator merubah pola piker kearah yang
rasional.Sebagian besar yang saya lihat dan
perhatikan anggota Dewan Kita saat ini lebih
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cenderung pasif.Sepertinya tidak memiliki
gairah kerja yang mencerminkan pejabat
daerah, tidak bercermin pada visi dan misi
Dewan secara organisasi. Saya sering melihat
anggota Dewan begitu datang hanya
ngobrol/bercerita, membaca Koran, dan
tentunya sekitar jam 09 atau 10 mereka ke
kantor, jam 12 pulang dan tidak kembali.
Memang jam kerja Dewan tidak termaktub
sebagaimana pegawai PNS lainnya
(Eksekutif).Jika disadari bahwa di internal
Dewan tidak mengenal jam kerja, namun
secara moralitas mereka seharusnya lebih
sadar untuk memberikan kemampuan ekstra
untuk menjalankan fungsi dan kerjanya
dengan tindakan konkrit sesuai dengan beban
tugasnya masing-masing.

06 | LSM Lakip Bulungan
Hery

Kalau anggota DPRD itukan artinya dia
harus memahami tentang fungsi dan tugas
legislasi artinya pembuat undang-undang itu
harus dipahami sebelum menjadi anggota
DPRD. Sekarang tinggal inovasi, kreatifitas
anggota DPRD, karena anggota DPRD
inikan bermacam-macam sektor sebelumnya.
Ada yang dari swasta, pemerintahan
birokrasi, dan sebagainya, tentu ada
perbedaan-perbedaan dalam kreatifitas.Salah
satu tugas anggota DPRD ini kolektif. Kalau
sudah masuk menjadi anggota Dewan berarti
semua menjadi anggota Komisi. Komisi
adalah  melaksakan pembangunan dan
mengevaluasi pembangunan, serta pengaasa
pembangunan. Jadi, kalau dilihat kinerjanya
sementara dari kemasyarakatan artinya
kelihatannya melaksanakan dengan baik,
cuma harusnya pembuat perda ini harus lebih
luas lagi spesialis antara pemerintah, karena
pemerintah dengan DPRD itukan adalah
pembuat Perda, kalau anggota DPRD mau A
pemerintah mau B nah ini tidak bisa terjadi.
Jadi ada inisiatif dari DPRD kemudian ada
usulan dari pemerintah mengenai sesuatu
program yang kemudian jadilah program
ditungkan dalam suatu peraturan, peraturan
yang kita kenal adalah peraturan daerah.
Peraturan Daerh memang harus ada setiap
kebijakan-kebijakan yang akan dituangkan
dalam pelaksanaan nantinya. Jadi, secara
hirarkiperaturan perundang-undanganitu
tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada
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peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah
pusat tidak bisa dilakukan kalau tidak ada
keputusan dari Presiden. Atau juga peraturan
pemerintah tidak bisa dilakukan kalau tidak
ada peraturan daerah. Peraturan daerah itu
tingkatannya ada  peraturan  provinsi,
peraturan daerah kabupaten.Secara individu
memang penilaiannya kita tidak bisa menilai
secara kedalam karena secara gambaran
umum sudah ada perbedaan-perbedaan.
Tingkat pengalaman tingkat pendidikan,
pengetahuan dari anggota Dewan. kalu
banyak pengetahuan banyak juga yang bisa
dikeluarkan, kalau kurang pengetahuan
artinya sulit juga untuk menyampaikan
program. termasuk pendidikan. Kalau
anggota DPRD kurang banyak membaca
bagaimana bisa memberikan suatu
keputusan. Sesuatu pembangunan
kan.. katakanlah  tentang moneter.. kalau
tidak banyak membaca masalah kenaikan
harga, masalah dolar naik, masalah rupiah
yang tidak mau menurun.Menurut saya
secara pribadi sementara ini kinerja anggota
DPRD bagus aja, kalau tidak baguskan kan
anggota DPRD bisa di keluarkan atau
pergantian antar waktu. Kesimpulannya
sementara anggota DPRD berjalan dengan
baik.Kalau  pendidikan dan  pelatihan
seharusnya banyakyang harus diikuti, tidak
bisa satu dua materi yang diikuti untuk
menambah  pengetahuan, jadi misalnya
pelatihan tentang kepemimpinan, pelatihan
tentang pendampingan, pelatihan tentang
bagaimana membuat peraturan daerah itukan
pelatihannya memakan waktu dan banyak.
Kalau saya melihat anggota DPRD hanya
beberapa ikut pelatihan saja, akhirmnya tidak
bisa menunjang terlalu banyak. Waktu dan
jadwal pelaksanaannya harus diperbanyak.
Berpulang kepada anggota DPRDnya mampu
atau tidak menyerap dari pelatihan itu. Ada
anggota DPRD yang hanya skedar
mendengarkan saja tetapi memikirkan yang
lain. anggota DPRD harus fokus menerima
pelajaran itu. Setelah menerima materi
pendidikan dan pelatihan artinya dipelajari
dan  harus dipahami lalu disampaikan
kepada pemerintah.
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07 | Wartawan
Saprudinnur

Anggota Dewan periode sekarang secara
kualitas antar personal sepanjang yang saya
ketahui adalah mereka anggota Legislatif
cukup memiliki kualitas untuk menjalankan
tugasnya masing-masing. Mereka orang yang
telah melalui suatu “proses” pemilihan, baik
itu melalui penjaringan internal partai politik
maupun proses penjaringan dalam proses
pemilthan umum. Lagipula mereka telah
memenuhi persyaratan pendidikan dalam
penjaringan tersebut. Kalau saya amati sepak
terjang para anggota Dewan dalam
menjalankan fungsinya, khususnya fungsi
untuk membuat Perda, memang belum terlihat
hasilnya, dan saya pun menangkap ada sinyal
bahwa problem yang sangat mendasar sekali
adalah begitu lemahnya dukungan operasional
biaya kegiatan yang berkaitan dengan
kegiatan dan kewajiban-kewajiban personal
anggota Dewan. Berdasarkan fakta di
lapangan cukup jelas bahwa mereka atau para
anggota tersebut harus menambah sendiri
biaya perjalanan mereka, dan bahkan mereka
harus mencari pinjaman guna terlaksananya
tugas yang dijalani. Disini jelas pengaruh
dana perjalanan dinas yang turut mengambil
bagian atas lemahnya kreatifitas para anggota
Dewan masa sekarang ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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